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Abstract 
There is assumption in the community that waqf are physically permanent, 
and handed over directly to Nazir, even though there are also cash waqf through 
Islamic financial institutions (IFI). This study aims to analyze the implementation 
of waqf planning by waqif, waqf development by waqf bodies and the structuring 
of IFI products in Indonesia related to waqf. This study used a qualitative 
descriptive method using an online questionnaire to waqif and in-depth interviews 
with waqf institutions and IFI, then analyzed descriptively qualitatively. The 
results showed firstly, in general waqf respondents had undertaken waqf financial 
planning, even though it had not been through IFI. Secondly, the development of 
waqf through IFI is done by Nazhir with two methods, namely initiated IFI and 
initiated by waqf institutions. Third, IFI structured products related to waqf 
consists of two models, namely not directly made specifically for waqf products 
and products structured specifically for waqf. 
 
Keywords: Cash Waqf, Planning, Development, IFI 
 
Pendahuluan  
Fakta sejarah menunjukkan bahwa wakaf memegang peranan penting 
dalam pembangunan masyarakat Muslim. Fasilitas umum seperti jembatan, jalan 
raya, rumah sakit, sekolah, tempat penginapan dan semacamnya merupakan harta 
wakaf. Demikian juga dengan taman kota, sumber air minum, kamar mandi dan 
sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi juga biaya hidup pelajar dan mahasiswa, gaji 
tenaga pengajar dan para pengelola lembaga pendidikan, dokter dan tenaga 
fungsional lainnya bersumber dari hasil harta wakaf (Yedyyildiz, 1996). 
Universitas al-Azhar di Kairo dapat hidup dan berkembang selama lebih seribu 
tahun sampai sekarang juga atas dukungan harta wakaf. 
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Pengembangan wakaf secara produktif telah dilakukan di beberapa negara. 
Turki mengembangkan harta wakaf, antara lain dengan pendirian hotel dan 
karavan, pabrik, fasilitas budaya yang komersial, rumah untuk usaha, asrama 
mahasiswa, rumah/apartemen, berbagai industri, dan properti lainnya (Yedyyildiz, 
1996; Hasanah, 2008). Majelis Tinggi Wakaf Saudi Arabia mengembangkan 
wakaf melalui hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan 
tempat ibadah. Demikian pula di Yordania, wakaf dikembangkan secara produktif 
dan hasilnya digunakan, antara lain untuk memperbaiki perumahan penduduk di 
sejumlah kota, membangun perumahan petani dan pengembangan tanah pertanian 
(Hasanah, 2008). Sedangkan perwakafan di Mesir dan Kuwait ditujukan untuk 
pengembangan ekonomi umat yang dikelola secara professional (Khalosi, 2002; 
Busharah, 2012; dan Khalil dkk, 2014). Pengelolaan harta wakaf di Malaysia yang 
dilakukan oleh Johor Corporation diarahkan pada kegiatan investasi di berbagai 
sektor ekonomi. Sedangkan di Singapura, pengelolaan semua aset wakaf melalui 
lembaga wakaf WAREES (Waqaf Real Estate Singapore) diorientasikan untuk 
pemberdayaan masyarakat (Karim, 2010).  
Di Indonesia melalui Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 sebagai petunjuk 
pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia 
(BWI), sebagai manifestasi dari upaya pengelolaan wakaf agar lebih terstruktur 
dan terorganisasi secara kelembagaan. Menurut UU tersebut, harta wakaf tidak 
saja difokuskan pada harta tak bergerak (berupa tanah dan bangunan), melainkan 
juga berbagai barang (harta bergerak) yang memiliki muatan ekonomi produktif, 
seperti uang, saham, obligasi (sukuk) dan instrumen lainnya. Wakaf harta bergerak 
ini disebut sebagai wakaf tunai (waqf al-nuqud/cash waqf). 
Wakaf tunai dalam sejarah telah dipraktekkan pada Kekaisaran Ottoman, 
antara abad ke-15 hingga ke-16, manfaat wakaf tunai tertinggi digunakan sebagai 
modal pemerintah, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Cizakca 1998). Di 
Bangladesh wakaf tunai dipraktikkan model wakaf deposito melalui Social 
Investment Bank dan Islamic Bank Bangladesh Limited (Mannan, 1999). Namun 
demikian, praktik wakaf tunai masih kalah popular dengan wakaf harta tak 
bergerak. 
Penelitian tentang praktik wakaf tunai melalui lembaga keuangan, di 
antaranya dilakukan oleh Ahmed dan Salleh (2016), Shukor dkk (2017), Oubdi 
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dkk (2018), Ab. Aziz dan Nordin (2015), dan Sugianto (2019). Menurut Ahmed 
dan Salleh (2016) bahwa menggabungkan zakat dan wakaf dengan literasi 
keuangan merupakan perspektif baru. Aspek ini penting, karena ada kebutuhan 
untuk secara konstan meninjau cara zakat dan wakaf melalui keuangan modern, 
disebabkan perubahan keuangan pribadi dari satu periode waktu ke periode lain. 
Mengintegrasikan zakat dan wakaf ke dalam perencanaan keuangan inklusif 
seperti pengelolaan uang melalui program tabungan dan keuangan mikro syariah 
memastikan bahwa orang miskin memiliki akses ke produk dan layanan 
keuangan. 
Penelitian Shukor dkk (2017) menunjukkan bahwa tingkat religiusitas 
individu merupakan faktor terpenting dalam menentukan sikap positif terhadap 
wakaf tunai, di samping factor kepercayaan pada lembaga wakaf dan 
kenyamanan. Menurut Oubdi dkk (2018) bahwa wakaf sukuk dapat dianggap 
sebagai alat yang sempurna untuk memobilisasi dana dari komunitas Muslim 
melalui cara yang teratur dan berkelanjutan. Ini menggabungkan fleksibilitas 
sukuk dan keberlanjutan wakaf. Wakaf bisa menjadi jawaban yang memadai 
untuk masalah sosial ekonomi yang menghambat pembangunan di sebagian besar 
negara Muslim. Penelitian Ab. Aziz dan Nordin (2015) menyimpulkan bahwa 
masyarakat Muslim Malaysia memiliki persepsi yang positif terkait dengan 
perencanaan wakaf, wasiyat dan warisan (faraid). Namun demikian, masyarakat 
Muslim Malaysia dalam praktiknya sangat sedikit memasukkan perencanaan 
wakaf dalam perencanaan pendistribusian hartanya melalui industry keuangan. 
Hal ini juga tergambar dari hasil penelitian Sugianto (2019) yang menunjukkan 
bahwa perencanaan keuangan relijiusitas, termasuk wakaf pada kalangan 
professional Muslim Kota Medan masih rendah kecuali sebagian terkait dengan 
ibadah haji. 
Berdasarkan uraian di atas, studi tentang implementasi perencanaan wakaf 
oleh wakif, pengembangan wakaf oleh lembaga wakaf dan strukturisasi produk 
wakaf melalui lembaga keuangan syariah di Indonesia menarik untuk dilakukan. 
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Literatur Review 
1. Wakaf 
Wakaf telah dikenal oleh umat Islam sejak Nabi Muhammad saw masih 
ada yaitu sejak beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Tepatnya, wakaf 
disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Para Ulama berpendapat bahwa sejarah 
awal wakaf dimulai oleh Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar. 
Menurut keterangan Ibn Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Umar 
bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana sebaiknya memperlakukan 
tanahnya tersebut. Atas saran Rasul Umar mewakafkan tanah tersebut dan 
mensedekahkah hasilnya kepada fakir miskin, kaum sahabat, hamba sahaya, 
sabilillah, ibnu sabil dan kepada para tamu.  
Perbuatan Umar ini kemudian diikuti oleh Abu Thalhah, sebagaimana 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mewakafkan kebun kesayangannya 
“Bairoha”. Selanjutnya disusul oleh para sahabat yang lain seperti Abu Bakar, 
Usman, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubir bin 
Awwam dan Aisyah istri Rasulullah. 
Dalam terminologi fiqh (az-Zuhaili, 1987), wakaf adalah: 
غيره على مصرف مباح حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف رقبته من الواقف و
 موجود او بصرف ريعهعلى جهة بر وخير تقربا الى هللا تعالى.
(Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta substansi (‘ain) 
harta itu tetap dengan jalan memutuskan hak penguasaan terhadap harta itu 
dari orang yang berwakaf; ditujukan untuk penggunaan yang halal (mubah) 
atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat mendekatkan 
diri kepada Allah swt.) 
Pengertian di atas menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah sosial, bukan 
ibadah murni, yaitu ibadah yang memiliki dimensi sosial yang kuat. Dari sudut 
orang yang berwakaf, ini merupakan ibadah (ungkapan kepatuhan dan 
penghambaan diri) kepada Allah swt; tetapi dari proses pelaksanaan dan dari 
sudut penerima hasil wakaf, ini adalah bagian dari ketentuan syari’at Islam untuk 
melakukan distribusi kekayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial 
secara menyeluruh. Hal ini sebagaimana tergambar dari berbagai ayat dan hadis 
Nabi Muhammad saw seperti dalam QS. Al-Hajj (22): 77; Ali ‘Imran (3): 92; dan 
al-Baqarah (2): 261. 
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Menurut fiqih, wakaf dinyatakan sah apabila semua rukun dan syaratnya 
terpenuhi secara lengkap (az-Zuhaili, 1987). Rukun (unsur-unsur yang 
membentuk) wakaf terdiri atas: orang yang berwakaf (waqif), harta yang 
diwakafkan (al-mauquf), penerima wakaf (al-mauquf ‘alaih), dan akad atau 
pernyataan berwakaf (‘aqd al-waqf aw shigat al-waqf) dari orang yang berwakaf.  
Konsekuensi logis dari pernyataan wakaf, maka jelas bahwa kedudukan 
wakaf adalah sebagai salah satu macam shodaqah. Karena itu, harta wakaf 
terlepas dari hak milik waqif, dan tidak pula pindah menjadi milik orang atau 
badan yang menjadi tujuan wakaf. Pada umumnya di dalam buku-buku fiqih 
ditegaskan bahwa kepemilikan harta wakaf beralih dari waqif kepada Allah swt 
dan tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan/ dihibahkan dan tidak boleh 
diwariskan. Orang yang mengelola wakaf disebut nazhir atau mutawalli. 
Secara umum, harta wakaf dibagi menjadi dua, yaitu harta tidak bergerak, 
seperti tanah dan bangunan; dan harta bergerak, seperti uang dan saham. Untuk 
harta tak bergerak, para fuqaha (ahli hukum Islam) bersepakat tentang 
legitimasinya karena memenuhi prinsip-prinsip wakaf, yaitu permanen. Ini 
didasarkan pada wakaf yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat (…..). 
Sementara untuk harta bergerak ada perbedaan pendapat diantara para fuqaha 
karena sifatnya yang tidak permanen dan mudah rusak atau hancur. Namun 
demikian, menurut jumhur ulama, seperti Imam al-Shafi’i, Imam Malik dan Imam 
Ahmad Ibn Hanbal, harta bergerak bisa diserahkan dengan persyaratan bahwa 
harta itu tidak habis jika digunakan (Sabit, 2006). Berdasarkan pandangan Imam 
Hanafi, harta bergerak bisa diserahkan jika harta itu ditambatkan dengan harta tak 
bergerak secara permanen karena akan memberikan kontribusi untuk tujuan 
wakaf. 
Dalam konteks hukum Wakaf di Indonesia, UU No. 41/2004, harta benda 
wakaf ditetapkan kepada harta benda wakaf tidak bergerak dan benda bergerak. 
Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, 
meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan 
intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Administrasi dan Lembaga Wakaf  
Menurut catatan sejarah, sejak zaman pemerintahan Rasulullah saw, wakaf 
dilakukan oleh wakif dan dikelola oleh wakif sendiri atau oleh anggota keluarga. 
Wakaf umumnya menjadi amal jariah perorangan yang dikelola sendiri tanpa 
intervensi suatu lembaga atau negara. Berbeda dengan lembaga amal lainnya pada 
waktu itu, seperti zakat dan pajak lainnya serta kharaj (rampasan perang) yang 
dikelola oleh para sahabat melalui bait al-mal.  
Manajemen wakaf baru dibentuk oleh Khalifah Umar ibn Khattab, dengan 
mendirikan sebuah lembaga yang dikenal dengan diwan al-nafaqat, yaitu sebuah 
departemen yang menangani semua akun terkait wakaf. Pada abad kedua setelah 
hijrah, didirikan departemen baru yang dikenal dengan diwan al-ahbas, yang 
berada di bawah supervisi seorang hakim (Islahi, 1992).  
Selama berabad-abad wakaf hanya dilakukan oleh orang-orang kaya dan 
ternama dalam komunitasnya. Selain itu, cakupan wilayah wakaf semakin meluas 
dan telah berhasil menyediakan barang-barang publik serta fungsi sosial lainnya. 
Dengan latar belakang itulah kemudian berkembang lembagalembaga wakaf, baik 
yang dikelola oleh nazhir atau oleh lembaga negara (bentukan pemerintah). 
Sebagai contoh adalah pengelolaan atas 32 harta wakaf di al-Azhar yang 
diserahkan kepada Shaikh al-Azhar, sebagai nazhir. Di Iran, wakaf 
diadministrasikan oleh trustee karena tidak ada kementerian yang mengatur 
masalah wakaf. Sementara itu, lembaga yang dikelola negara misalnya adalah 
treasury ata\u bait al-mal, yang dibentuk pada masa Khalifah Abu Tamim Ma’ad 
al-Mu’izz Li-Dinillah, khalifah dinasti Fatimiyah, (369 H), sebagai pusat 
pengelolaan harta wakaf Demikian pula di Kuwait, Kementerian Wakaf 
membentuk sebuah entitas untuk mengelola wakaf, yaitu Kuwait Awqaf Public 
Foundation (KAPF), yang merupakan lembaga pemerintah yang independen. 
Lembaga ini bertugas mengadministrasikan semua aspek wakaf di Kuwait, mulai 
dari investasi dan pengelolaan harta wakaf, pengadministrasian berkas, hingga 
memberikan pendidikan dan pelatihan kepada publik tentang wakaf (Busharah, 
2012; Khalil dkk, 2014).  
Bahkan di negara minoritas Muslim dan sekuler, seperti Singapura, 
pengelolaan wakaf dipercayakan kepada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), 
yang merupakan statutory board yang menjadi bagian dari entitas pemerintah 
Singapura (Karim, 2010). Di Indonesia, lembaga pengelola wakaf dipercayakan 
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kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebuah lembaga pemerintah non-
struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (UU No 41 Tahun 
2004). 
Wakaf memiliki dua dimensi: dimensi ibadah dan dimensi mu’amalah. 
Dari pihak orang yang berwakaf (waqif) tampak dimensi pengabdian (at-
tabarru’); sementara dari mekanisme dan manfaatnya bagi orang lain kelihatan 
dimensi sosial ekonominya. Dimensi ibadahnya memperlihatkan status hukum 
yang bersifat baku; sedangkan dimensi mu’amalahnya menunjukkan felksibilitas 
dan dinamika. Hukumnya sebagai ibadah tidak mengalami perobahan, tetapi 
mekanismenya sebagai mu’amalah dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan 
tujuannya (Nasution, t.th). 
Dilihat dari fungsi wakaf sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan 
dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, maka dimensi 
mu’amalahnya memerlukan perhatian yang lebih khusus. Sejarah umat Islam telah 
membuktikan besarnya peranan wakaf dalam rangka menciptakan keadilan sosial 
ekonomi. Informasi yang didapat dari catatan wakaf di Istanbul, Jerussalem, Kairo 
dan kota-kota lainnya menunjukkan bahwa tanah-tanah wakaf meliputi 
sebahagian besar dari keseluruhan wilayah yang dipergunakan masyarakat (Kahf, 
1993). Di Turki, sekitar sepertiga dari tanah yang dimanfaatkan adalah harta 
wakaf. Selain dalam bentuk tanah, di dunia Islam, wakaf juga terdiri atas rumah 
sakit, sekolah, mesjid, kuda dan kebutuhan publik lainnya, seperti wisma, kamar 
mandi, sumber air minum, jembatan dan taman kota (Yedyyildiz, 1996). Hasil 
wakaf juga dipergunakan untuk membiayai pengelolaan pendidikan, para guru, 
para pelajar, dokter, perawat dan pasien. 
Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka pengelolaan wakaf harus 
mempertimbangkan tiga hal penting, yaitu aspek legalitas, aspek manajerial 
pengelolaan, dan aspek pemanfatan harta wakaf bagi kesejahteraan umat. 
3. Perencanaan Wakaf Melalui LKS 
Pengelolaan harta telah berkembang begitu pesat agar eksistensi manusia 
tetap berlanjut bahkan ada kecendrungan dilakukan berlebihan. Pengelolaan harta 
yang dikenal sebagai wealth management telah menjadi kebutuhan bagi manusia 
terutama bagi kelompok high net worth individuals (HNWI). Kajian tentang 
tentang wealth management dimulai dari penciptaan atau perolehan harta (wealth 
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creation), wealth accumulation (pengembangan harta), wealth protection 
(perlindungan harta), wealth spending (pemanfaatan harta) dan wealth distribution 
(pendistribusian harta). Dalam konteks Islamic wealth management, keseluruhan 
aspek tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah. 
Salah satu aspek dari Islamic wealth management (IWM) yang merupakan 
bagian dari wealth spending dan wealth distribution adalah religiosity financial 
planning, yaitu upaya mengelola keuangan (harta) untuk kebutuhan 
keberagamaan dan pengeluaran di jalan Allah. Religiosity financial planning 
merupakan derivasi dari aspek pengeluaran atau pemanfaatan harta (wealth 
spending) dan aspek pendistribusian harta (wealth distribution). Pengelolaan 
pengeluaran relijiusitas paling tidak terdiri dari pengeluaran untuk (i) zakat; (ii) 
haji; (iii) umrah; (iv) qurban; (v) infaq; (vi) shadaqah; (vii) wakaf; (viii) hibah; 
dan (ix) wasiat (Sugianto, 2018). Gambaran utuh Islamic wealth management 
dapat dilihat pada gambar 1. 
Perencanaan wakaf melalui lembaga keuangan syariah merupakan bagian 
dari perencanaan keuangan relijiusitas sebagai implementasi dari pemanfaatan 
harta dalam aspek penguatan keberagamaan. Hal ini karena perencanaan wakaf 
melalui lembaga keuangan syariah adalah jenis wakaf uang (cash waqf) dan atau 
wakaf melalui uang yang terkait dengan produk keuangan di lembaga keuangan 
syariah tersebut. 
Gambar 1. Gambaran Islamic Wealth Management
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Sumber: Sugianto, Epistemologi, Disertasi S3 Program Pascasarjana UIN 
SU Medan 2018, h. 174 
 
Hasil Penelitian yang Relevan 
Berbagai penelitian berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan harta 
wakaf telah banyak dilakukan, baik secara nasional maupun secara internasional. 
Namun demikian penelitian Rusydiana dan Alparisi (2016) menunjukkan bahwa 
topik penelitian tentang wakaf masih didominasi oleh wakaf properti (non tunai) 
(62%) kemudian wakaf tunai (38%). Ini mengungkapkan gambaran umum studi 
masa depan tentang wakaf.  
Sebuah penelitian yang meliputi 104 Yayasan Wakaf di Mesir, Suriah, 
Palestina, Turki dan Anatoli, dalam kurun waktu 1340-1947, berkesimpulan 
bahwa bagian terbesar (93%) dari wakaf tersebut adalah dalam bentuk real estate, 
dengan rincian 58% terkonsentrasi di kota besar yang terdiri dari toko, rumah dan 
gedung, sedangkan 35% terdapat di desa-desa yang terdiri dari lahan pertanian, 
perkebunan dan tanaman lainnya. Sementara 7% sisanya merupakan wakaf dalam 
bentuk uang tunai dan surat berharga (Mannan, 2001).  
Harun dkk (2016) berpendapat bahwa pendidikan tinggi di Malaysia harus 
lebih mengeksplorasi manfaat wakaf dalam pendidikan sehingga dapat 
meningkatkan pendidikan tinggi menjadi lebih baik. Penelitian wakaf di sektor 
pendidikan juga dilakukan Ahmad dan Hassan (2015) di Sub-Desert Afrika yang 
menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran wakaf membayar sektor pendidikan 
di Afrika dengan menggunakan tolok ukur pengalaman Universitas Al-Azhar di 
Kairo Mesir dan beberapa universitas di Malaysia. Hal yang sama juga terjadi di 
pondok pesantren Gontor di Indonesia, sebagaimana hasil penelitian Bahroni 
(2012). 
Penelitian wakaf melalui lembaga keuangan syariah juga telah banyak 
dilakukan. Menurut Ahmed dan Salleh (2016) bahwa menggabungkan zakat dan 
wakaf dengan literasi keuangan merupakan perspektif baru. Mengintegrasikan 
zakat dan wakaf ke dalam perencanaan keuangan inklusif seperti pengelolaan 
uang melalui program tabungan dan keuangan mikro syariah memastikan bahwa 
orang miskin memiliki akses ke produk dan layanan keuangan.  
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Hasil penelitian Sugianto (2018) menunjukkan bahwa perencanaan 
keuangan relijiusitas, termasuk wakaf pada kalangan professional Muslim Kota 
Medan masih rendah kecuali sebagian terkait dengan ibadah haji. Penelitian Ab. 
Aziz dan Nordin (2015) menyimpulkan bahwa masyarakat Muslim Malaysia 
memiliki persepsi yang positif terkait dengan perencanaan wakaf, wasiyat dan 
warisan (faraid). Namun demikian, masyarakat Muslim Malaysia dalam 
praktiknya sangat sedikit memasukkan perencanaan wakaf dalam perencanaan 
pendistribusian hartanya melalui industry keuangan.  
Hasil penelitian Mohsin (2013) menunjukkan bahwa potensi wakaf tunai 
dalam pembiayaan tidak hanya bidang keagamaan tetapi juga membiayai berbagai 
barang dan jasa yang dibutuhkan secara global, seperti pendidikan, kesehatan, 
perawatan sosial dan kegiatan komersial, infrastruktur dasar, selain membuka 
pekerjaan untuk sebagian besar orang. Menurut Oubdi dkk (2018) bahwa wakaf 
sukuk dapat dianggap sebagai alat yang sempurna untuk memobilisasi dana dari 
komunitas Muslim melalui cara yang teratur dan berkelanjutan. Ini 
menggabungkan fleksibilitas sukuk dan keberlanjutan wakaf.  
 
Kerangka Teoritis 
Perencanaan wakaf melalui lembaga keuangan syariah adalah perencanaan 
wakaf uang (cash waqf) dan atau wakaf melalui uang yang niscaya dalam konteks 
kehidupan untuk memnfaatkan harta wakif. Bagi lembaga keuangan syariah 
perencanaan keuangan wakaf oleh wakif tersebut memiliki hubungan interaksi 
yang signifikan. Lembaga keuangan syariah menstruktur produknya tidak hanya 
untuk tujuan komersil saja, tetapi produknya dapat dimanfaatkan untuk penguatan 
nilai-nilai keberagamaan wakif tersebut melalui wakaf.  
Namun demikian lembaga keuangan syariah tidak dapat berdiri sendiri 
dalam menstruktur produk yang berhubungan dengan wakaf, karena yang 
memiliki kewenangan dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan tuntunan syariah 
adalah nazhir wakaf. Oleh karena itu, badan wakaf sebagai nazhir wakaf dapat 
bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam pengembangan produk 
terkait wakaf. Pada sisi lain, nazhir pula dapat menstruktur program dan proyek 
terkait pemanfatan dan pengembangan wakaf melalui lembaga keuangan syariah.  
Uraian di atas dapat digambarkan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 
2. 
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Gambar 2. Skema Kerangka Konseptual Penelitian 
 
Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif. Proses penelitian ini pada dasarnya berbentuk siklus, akan tetapi dapat 
dibedakan adanya tiga tahap utama (sesuai dengan sifat/karakteristik 
kegiatannya), seperti berikut. Pertama, tahap orientasi/eksplorasi yang bersifat 
menyeluruh, dengan melakukan apa yang oleh Spradley sebut sebagai grand tour 
observation dan/atau grand tour questions. Kedua, tahap melakukan eksplorasi 
secara terfokus, sesuai dengan domain yang dipilih sebagai fokus (dari analisis di 
tahap I); pilihan domain dimaksud menggunakan tiga macam pertimbangan, yaitu 
organizing domain, strategic ethnography, dan theoretical interest. Ketiga, tahap 
mengecek hasil/temuan penelitian, terutama dengan melakukan apa yang oleh 
Lincoln dan Guba (1985) sebut sebagai prosedur member check. 
Informan penelitian dipilih terdiri dari tiga kelompok responden, yaitu 
lembaga keuangan syariah (LKS) yang terdiri dari Bank Muamalat, Bank BNI 
Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Manulife Financial Syariah dan PT 
Prudential. Kelompok kedua adalah lembaga wakaf sebagai nazhir wakaf yang 
terdiri dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompet Dhu’afa dan Wakaf Al-
Azhar. Kelompok ketiga adalah para wakif. Pengumpulan data menggunakan 
wawancara mendalam, teknik dokumenter dan penyebaran angket melalui media 
social untuk memperoleh informasi dari wakif. Data yang dihimpun kemudian 
dianalisis dengan (1) analisis domain, (2) analisis taksonomis, (3) analisis 
komponensial, dan (4) analisis tema.  
 
 
HUMAN FALAH: Volume 7. No. 1 Januari – Juni 2020 
 
149 
Temuan Penelitian dan Pembahasan 
1. Implementasi Perencanaan Wakaf oleh Wakif 
Implementasi perencanaan wakaf melalui LKS dalam penelitian ini 
dimaksudkan sebagai perncanaan keuangan wakaf wakif dengan memanfaatkan 
produk-produk lembaga keuangan syariah di Indonesia. Bagian ini terdiri dari 
empat bagian pokok, yaitu pengetahuan umum tentang wakaf terutama wakaf 
tunai, perencanaan keuangan personal, perencanaan wakaf, dan implementasi 
perencanaan keuangan wakaf melalui lembaga keuangan syariah. Informasi yang 
diperoleh dari wakif berdasarkan penyebaran kuesioner melalui media online. 
Pertanyaan tentang pengetahuan wakaf terdiri dari delapan pertanyaan 
yang hasilnya dirangkum sebagaimana disajikan pada table 1. Jawaban responden 
tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum responden wakif memiliki 
pengetahuan umum tentang wakaf cukup baik.  
Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Wakif tentang Pengetahuan Wakaf 
No Pernyataan 
Setuju Tidak Setuju 
n % n % 
1 Nilai abadi ibadah wakaf 16 94,12 1 5,88 
2 Hukum wakaf wajib sama dengan zakat 5 29,41 12 70,59 
3 Objek wakaf berupa harta bergerak dan tidak bergerak 16 94,12 1 5,88 
4 Wakaf uang adalah wakaf harta bergerak 17 100,00 0 0,00 
5 Wakaf melalui LKS adalah wakaf tunai 14 82,35 3 17,65 
6 LKS dibolehkan berfungsi sebagai nazhir wakaf 11 64,71 6 35,29 
7 
Nazhir wakaf adalah lembaga pengelola manfaat 
wakaf melalui LKS  14 82,35 3 17,65 
8 Wakaf tunai dapat dikelola secara produktif 17 100,00 0 0,00 
Rata-rata 0,81 80,88 0,19 19,12 
 
Wakif yang menjadi responden penelitian ini sebagian besar telah 
melakukan perencanaan keuangan. Kebutuhan personal yang dimasukkan dalam 
perencanaan keuangan personal terbanyak adalah kepemilikan rumah, kemudian 
diikuti investasi. Sedangkan kebutuhan keluarga yang dimasukkan dalam 
perencanaan keuangan personal terbanyak adalah pendidikan anak. Pemanfaatan 
LKS dalam perencanaan keuangan personal cukup baik. Responden juga 
membuat perencanaan keuangan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan 
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keagamaan. Sedangkan komponen kebutuhan keagamaan responden yang masuk 
dalam perencanaan keuangan terbanyak adalah haji. Perencanaan keuangan untuk 
kebutuhan keagamaan terutama haji sebagian besar menggunakan LKS. Hasil 
penelitian ini tidak jauh berbeda dari hasil penelitian Ab. Aziz dan Nordin (2015) 
bahwa masyarakat Muslim Malaysia sangat sedikit memasukkan perencanaan 
wakaf dalam perencanaan pendistribusian hartanya melalui industry keuangan. 
Sugianto (2018) yang menunjukkan bahwa perencanaan keuangan relijiusitas, 
termasuk wakaf terutama melalui LKS pada kalangan professional Muslim Kota 
Medan masih rendah.  
Terkait dengan perencanaan wakaf, sebagian besar responden membuat 
perencanaan wakaf, namun jenis harta wakaf yang direncanakan terbesar adalah 
harta bergerak. Hanya saja wakaf harta bergerak masih banyak yang dilakukan 
langsung kepada nazhir wakaf dan hanya sedikit yang melalui lembaga keuangan 
syariah. Pertimbangan responden berwakaf langsung melalui nazhir wakaf 
terbanyak karena alasan bahwa nazhir wakaf adalah lembaga yang telah memiliki 
reputasi dalam mengelola wakaf, kemudian diikuti oleh pertimbangan nazhir 
beroperasi di daerah sekitar tempat tinggal responden. Hal ini berbeda dengan 
hasil penelitian Ahmed dan Salleh (2016) bahwa mengintegrasikan zakat dan 
wakaf ke dalam perencanaan keuangan inklusif memastikan bahwa orang miskin 
memiliki akses ke produk dan layanan keuangan. 
Terdapat empat produk wakaf melalui lembaga keuangan syariah yang 
ditanyakan kepada responden wakif, yaitu produk bank syariah, produk asuransi 
syariah, produk saham syariah dan cash waqaf link sukuk (CWLS).  Pertimbangan 
responden merencanakan berwakaf baik melalui Bank Syariah, Asuransi Syariah, 
saham syariah maupun CWLS terbanyak adalah pertimbangan bahwa LKS 
tersebut bekerjasama dengan nazhir wakaf yang telah bereputasi. Pertimbangan 
sifat wakaf yang diinginkan responden adalah perpetual (selamanya) kecuali pada 
produk CWLS. Produk yang diinginkan oleh responden adalah produk LKS yang 
terintegrasi dengan wakaf dan variasi produk yang memberikan kemudahan 
berwakaf melalui beragam produk, seperti produk bank syariah, saham syariah 
dan CWLS. Namun produk asuransi syariah menurut responden justru tidak 
variatif dalam memberikan kemudahan berwakaf, sehingga yang menjadi pilihan 
terbanyak adalah wakaf manfaat investasi asuransi syariah. Sementara aplikasi 
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teknologi yang memudahkan berwakaf menurut responden pada bank syariah dan 
asuransi syariah belum memuaskan, sedangkan pada produk saham syariah dan 
CWLS sudah cukup baik. Oleh karena itu responden memberikan saran agar LKS 
melakukan sosialisasi yang lebih luas dan penguatan variasi produk LKS terkait 
wakaf. 
Berdasarkan uraian hasil temuan di atas menunjukkan bahwa secara umum 
responden wakif telah melakukan perencanaan keuangan wakaf. Hanya saja 
disebabkan beberapa factor seperti sosialisasi, edukasi dan pemanfaatan teknologi 
serta variasi produk perencanaan keuangan wakaf melalui LKS, baik bank 
syariah, asuransi syariah, saham atau CWLS belum optimal. 
2. Pengembangan Wakaf oleh Lembaga Wakaf 
Responden nazhir atau badan wakaf yang diwawancarai secara mendalam 
dalam penelitian ini terdiri dari 3 lembaga, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), 
Dompet Dhuafa Republika, dan Wakaf Al-Azhar. Informan yang mewakili BWI 
adalah Ir. Rachmat Ari Kusumanto, anggota Divisi Pengelolaan dan 
Pemberdayaan Wakaf. Dompet Dhuafa Republika diwakili oleh Bobby P. 
Manullang, GM Wakaf Mobilization Dompet Dhuafa. Sedangkan informan dari 
Wakaf Al-Azhar adalah Ahmad Ahidin, M.Pd.I, Direktur Wakaf Al-Azhar. 
Terdapat perbedaan jenis wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf 
uang adalah wakaf dimana uang sebagai benda wakaf diinvestasikan melalui 
LKS. Sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf yang sebenarnya objek 
wakafnya adalah bukan uang tetapi dihimpun oleh nazhir atau disalurkan oleh 
wakif dalam bentuk uang dimana nazhir sebagai wakil untuk membelikan benda 
wakaf yang dimaksud. 
Wakaf tunai dalam pengertian wakaf melalui uang tunai sudah dimulai 
oleh Dompet Dhuafa sebagai lembaga pengelola wakaf awal dari badan-badan 
wakaf yang berkembang saat ini. Awalnya, ketika Dompet Dhuafa mulai 
merasakan ketidak seimbangan antara penerimaan wakaf dalam bentuk asset 
dengan wakaf dalam bentuk dana untuk mengelola asset wakaf tersebut 
(Manullang, 2019). Bagi Wakaf Al-Azhar, jenis wakaf tunai dimulai dari jenis 
wakaf dzurri melalui asuransi syariah (Ahidin, 2019) 
Kerjasama badan wakaf dengan lembaga keuangan syariah terkait produk 
wakaf di lembaga keuangan syariah telah banyak dilakukan. Dompet Dhuafa 
memiliki kerjasama dengan enam bank syariah hingga 2019, yaitu BMI, BNI 
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Syariah, BRI Syariah, CIMB Niaga Syariah, BSM, BJB Syariah dan Bank Panin 
serta beberapa perusahaan asuransi syariah di antaranya Sunlife, Prudential, Aksa 
Mandiri, Artha Life (Manullang, 2019). Wakaf Al-Azhar bekerjasama dengan 
beberapa bank syariah di antaranya dengan BMI, BNI Syariah, BSM, BJB Syariah 
dan CIMB Niaga Syariah serta dengan beberapa perusahaan asuransi syariah di 
antaranya Prudential, Allianz, Sunlife, Takaful dan Tokyo Marine (Ahidin, 2019). 
Sementara Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir juga telah banyak 
bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Dengan perbankan syariah 
kaitannya dengan CWLS. Seluruh bank syariah sebagai LKS PWU yang menjual 
CWLS telah memiliki kerjasama dengan BWI. Termasuk juga kerjasama dengan 
MNC Asset Managemet terkait dengan produk wakaf saham (Kusumanto, 2019).  
Proses kerjasama dalam produk lembaga keuangan syariah yang 
berhubungan dengan wakaf memiliki dua metode. Pertama, lembaga keuangan 
syariah yang menawarkan kepada Badan wakaf. Kedua, penawaran atau tepatnya 
pengusulan berasal dari Badan Wakaf. Metode pertama yang banyak dilakukan, 
baik pada Wakaf Al-Azhar, Dompet Dhuafa maupun BWI yang ditawari 
kerjasama oleh MNC Asset Management terkait dengan wakaf saham. Sedangkan 
pada metode kedua, di antaranya dilakukan oleh Dompet Dhuafa dengan 
menawarkan projek wakaf kepada lembaga keuangan syariah (Manullang, 2019). 
Begitu pula oleh BWI seperti program CWLS. Bahkan penawaran CWLS 
diusulkan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan sebagai otoritas penerbit 
Sukuk Negara (Kusumanto, 2019). 
Pengembangan wakaf melalui lembaga keuangan syariah ke depan 
membutuhkan sinergi antara lembaga keuangan syariah dan badan wakaf. 
Pengembangan wakaf melalui teknologi digital menjadi keniscayaan disebabkan 
saat ini dan akan datang dunia digital, termasuk financial technology telah masuk 
ke dalam semua relung kehidupan manusia (Manullang, 2019; Ahidin, 2019; 
Kusumanto, 2019). Di samping pengembangan wakaf melalui digital juga 
pengembangan manfaat CWLS yang luar biasa. Gerakan wakaf tunai dan 
akselerasi wakaf melalui infrastruktur keuangan, yang paling aman bagi keuagan 
negara. Jadi lewat CWLS dapat memupuk habit masyarakat. Yang pertama 
memberikan trust kepada negara, yang kedua memberikan dukungan kepada 
negara agar semakin memiliki kesempatan untuk memiliki segmen masyarakat di 
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dalam memobilisasi dana untuk pembangunan dalam membiayai negara. Bagi 
Kusumanto (2019) kerjasama antar badan wakaf sebagai nazhir dalam 
pengembangan fintech untuk mengelolah dan mengembangkan wakaf sangat 
relevan. 
3. Strukturisasi Produk Wakaf Melalui Lembaga Keuangan Syariah di 
Indonesia 
Produk bank syariah yang berhubungan dengan wakaf terdiri dari dua 
model. Pertama, tidak langsung dibuat khusus untuk produk wakaf, tetapi 
dikaitkan dengan kebutuhan nazhir yang telah bekerjasama. Kedua, produk bank 
syariah yang distruktur khusus untuk wakaf. Model pertama banyak dilakukan 
oleh bank syariah, termasuk Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank BNI Syariah 
dan CIMB Niaga Syariah. Artinya, seperti produk tabungan atau deposito yang 
menggunakan akad mudharabah, maka pokok dan bagi hasilnya dijadikan sebagai 
wakaf oleh nasabah. BMI memiliki produk Setoran Wakaf Uang, Tabungan 
Rencana Wakaf dan Deposito Wakaf (Ulyana, 2019). CIMB Niaga Syariah 
memiliki produk Tabungan CIMB Niaga Syariah (Maryana, 2019) BNI Syariah 
memiliki Tabungan Hasanah dan Deposito Hasanah (Fahmi, 2019). 
Struktur lain produk ini adalah Produk tabungan berhadiah wakaf 
sebagaimana dilakukan oleh BMI dan Bank CIMB Niaga Syariah. BMI memiliki 
produk Tabungan Primer Berhadiah Wakaf (Galih, 2019), sedangkan Bank CIMB 
Niaga Syariah memiliki produk Tabungan iB Mapan berhadiah wakaf (Maryana, 
2019). 
Pada model kedua, yaitu produk yang distruktur khusus untuk wakaf. 
Terdapat dua variasi umum terkait model kedua ini. Variasi pertama, produk yang 
dikhususkan untuk memobilisasi wakaf yang distruktur sendiri oleh bank, seperti 
BMI memiliki produk Tabungan Rencana Wakaf. Sedangkan yang distruktur atas 
permintaan nazhir, seperti di BMI, yaitu Wakaf Sapu Jagat yang bekerjasama 
dengan LW MUI (Galih, 2019).  
Produk wakaf lain untuk variasi ini adalah cash waqf linked sukuk 
(CWLS). Cash Waqf Linked Sukuk adalah salah satu bentuk investasi sosial di 
Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh BWI selaku Nazhir melalui 
BNI Syariah, BMI, BSM, CIMB Niaga Syariah, BRI Syariah dan bank syariah 
lainnya yang telah sah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf 
Uang (LKS PWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara 
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atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementrian 
Keuangan RI (www.bwi.go.id). Skema CWLS ini dapat dilihat pada gambar 3. 
Pesatnya perkembangan wakaf CWLS ini menarik untuk momobilisasi dana lebih 
besar lagi untuk kepentingan ummat, sebagaimana juga hasil penelitian Oubdi dkk 
(2018) yang menyatakan bahwa wakaf sukuk merupakan alat memobilisasi dana 
Muslim melalui cara yang teratur dan berkelanjutan yang menggabungkan 
fleksibilitas sukuk dan keberlanjutan wakaf. 
Variasi kedua pada model ini, yaitu produk wakaf dengan memanfaatkan 
teknologi digital. Bank syariah yang telah memiliki aplikasi untuk wakaf adalah 
BNI Syariah dengan web base dan aplikasi Wakaf Hasanah (Fahmi, 2019). Total 
projek dari Wakaf Hasanah berjumlah 53 projek dari yang dikelola 24 nazhir yang 
memiliki kualifikasi hasanah dan disahkan oleh BWI. Total wakaf per Oktober 
2019 berjumlah Rp. 7.613.805.500,- yang berasal dari 6.909 jumlah wakif 
(www.wakafhasanah.bnisyariah.co.id). CIMB Niaga Syariah juga telah 
mengembangkan dua aplikasi digital, yaitu i-salam yang merupakan aplikasi 
untuk berbagai fasilitas pembayaran dan lain-lain, termasuk untuk pembayaran 
zakat dan wakaf serta aplikasi QR (Maryana, 2019). Sedangkan di Bank 
Muamalat, aplikasi wakaf baru dibangun dan baru akan dilaunching di bulan 
Oktober 2019, yaitu Waktumu Hijrah (Ullyana, 2019). 
Gambar 4.21. Skema Cash Wakaf Linked Sukuk 
 
 
HUMAN FALAH: Volume 7. No. 1 Januari – Juni 2020 
 
155 
Sumber: Imam T. Saptono, Pengembangan Instrumen Wakaf berbasis 
Investasi Sosial Studi Wakaf Linkeded Sukuk, paper. 
Perusahaan asuransi syariah yang menjadi site penelitian adalah Sun Life 
Financial Syariah dan Prudential Syariah. Produk asuransi terkait wakaf dapat 
dikategorikan kepada dua. Pertama wakaf uang, yaitu wakaf manfaat asuransi 
jiwa dan wakaf manfaat investasi asuransi. Kedua wakaf melalui uang, di 
antaranya melalui produk wakaf premi.  
Produk wakaf yang dimiliki oleh perusahaan asuransi Prudential Syariah 
masih dalam bentuk yang pertama, yaitu wakaf uang polis pru link syariah 
(Aprianti, 2019). Sedangkan pada perusahaan Sun Life Financial Syariah telah 
memiliki lebih dari satu produk yang berkaitan dengan wakaf. Pertama wakaf 
polis asuransi, yaitu wakaf manfaat asuransi jiwa dan wakaf manfaat investasi 
yang wakafnya diambil setelah meninggal dunia. Berdasarkan fatwa DSN MUI 
No. 106 pihak Sun Life memberikan keputusan bahwa peserta asuransi dapat 
mewakafkan manfaat asuransinya hingga maksimal 45% dari santunan 
asuransi dan mewakafkan manfaat investasinya hingga maksimal 30% dari total 
kekayaan dan atau harta warisan. Kedua, wakaf berkala yang dapat diambil 
manfaatnya tanpa harus meninggal dunia terlebih dahulu seperti dapat masjid. 
Ketiga, wakaf premi. Ilustrasi produk wakaf premi ini, apabila seorang nasabah 
membeli premi asuransi jiwa Sun Life Syariah dengan premi Rp. 10 juta tetapi 
yang 1 juta diikrarkan sebagai wakaf (Fadhillah, 2019). Jenis wakaf ini termasuk 
wakaf melalui uang.  
 
Kesimpulan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum responden wakif telah 
melakukan perencanaan keuangan wakaf. Hanya saja disebabkan beberapa factor 
seperti sosialisasi, edukasi dan pemanfaatan teknologi serta variasi produk 
perencanaan keuangan wakaf melalui LKS, baik bank syariah, asuransi syariah, 
saham atau CWLS belum optimal. 
Pengembangan wakaf melalui lembaga keuangan syariah dapat dilakukan 
dengan dua metode. Pertama, pengembangan wakaf yang diinisiasi LKS dan 
ditawarkan kepada Badan wakaf. Kedua, pengembangan wakaf yang diinisiasi 
dan ditawarkan kepada LKS oleh Badan Wakaf. Pengembangan wakaf melalui 
lembaga keuangan syariah dilakukan secara sinergi antara lembaga keuangan 
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syariah dan badan wakaf. Beberapa pengembangan wakaf lainnya adalah melalui 
teknologi digital dan pengembangan manfaat CWLS. Struktur produk yang 
berhubungan dengan wakaf terdiri dari dua model. Pertama, tidak langsung dibuat 
khusus untuk produk wakaf, tetapi dikaitkan dengan kebutuhan nazhir yang telah 
bekerjasama. Kedua, produk bank syariah yang distruktur khusus untuk wakaf. 
Pada model kedua, produk yang dikhususkan untuk memobilisasi wakaf yang 
distruktur sendiri oleh bank dan dapat juga atas permintaan nazhir, variasi lain 
adalah cash waqf linked sukuk (CWLS). 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hasil mobilisasi wakaf melalui 
LKS belum optimal. Maka sosialisasi dan edukasi menjadi hal yang niscaya 
dilakukan oleh semua stakeholder yang terlibat. Kemanfaatan wakaf yang begitu 
besar, maka selayaknya pengembangan wakaf melalui LKS mendapatkan 
perhatian dan inovasi yang lebih baik. 
Kekurangan penelitian ini adalah masih terbatasnya jangkauan wakif 
dalam penelitian yang disebabkan factor teknis lembaga keuangan serta keluasan 
masalah penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menjangkau 
wakif yang lebih luas dan memfokuskan masalah yang lebih spesifik tetapi dengan 
kajian yang lebih mendalam baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. 
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